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PEDOMAN
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DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip keadilan restoratif (restorative justice) adalah salah satu
prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat
dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah
Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah
Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya
dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah

Agung tersebut adalah:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda Dalam KUHP

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak.

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan
dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan
Rehabilitasi Sosial.

S. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika
di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
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6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
166A/KMA/SKB/XII/2009, 148 A/A/JA/12/2009, B/45/XI1/2009,
M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, 10/PRS-s/KPTS/2009, 02/Men.PP
dan PA/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum.

7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negera Republik
Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02
Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012
tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian
Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan
Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor
01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014,
Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun
2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu
Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi.

Keadilan restoratif (restorative justice)] merupakan alternatif
penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara
peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses
dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan
seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan
pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola

hubungan baik dalam masyarakat.
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Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya
pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan
memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan
kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil
di dalam keadilan restoratif (restorative justice) tentunya tidak berat
sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak
pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta
mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam
setiap aspek kehidupan.

Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan
(restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan

pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk mendorong
optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran
Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang
mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice) di
pengadilan, di samping itu penerapan keadilan restoratif (restorative
Jjustice) adalah untuk mereformasi criminal justice system yang masih
mengedepankan hukuman penjara. Perkembangan sistem pemidanaan,
bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada
penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban
pelaku tindak pidana.
Tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah :

1. Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum
dalam memahami dan melaksanakan penerapan Peraturan Mahkamah
Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung maupun Keputusan Ketua
Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan
restoratif (restorative justice).

2. Mendorong meningkatnya penerapan keadilan restoratif (restorative
Justice) yang telah diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang
dihasilkan oleh majelis/hakim.

3. Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya

ringan dengan keadilan yang seimbang.



C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh pengadilan

negeri di Indonesia.

Pedoman ini digunakan dalam penyelesaian perkara melalui keadilan

restoratif (restorative justice) dalam tindak pidana ringan, perkara

perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak dan perkara

narkotika.

D. Pengertian

1.

Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalan pasal
364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp 2.500.000
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadilan restoratif (restorative justice) adalah penyelesaian
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama
mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan
kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di
tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal.

Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang
berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan
sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.

Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi
antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan
hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan
berpartisipasi di berbagai bidang.

Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap
laki-laki dan perempuan.

Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang
dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk
mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan
membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan
keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
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Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana;

Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18
(delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan
dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,
dilihat dan atau dialami;

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya
disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan
pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa
hak atau melawan hukum.

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak
sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,
dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh
dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus
dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama
dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara
tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara
terpadu untuk membebaskan pecandu dari Kketergantungan
narkotika.

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu
narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam
kehidupan bermasyarakat.

Lembaga rehabilitasi medis adalah tempat yang digunakan untuk
pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan
narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik fisik,
psikis, spiritual dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah atau masyarakat yang mendapat persetujuan

Menteri Kesehatan.
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19. Lembaga rehabilitasi sosial adalah lembaga rehabilitasi sosial yang
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau

masyarakat.

BAB II
ISI PEDOMAN

A. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Tindak Pidana
Ringan
1. Dasar Hukum

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 205;

c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan
Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

d. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negera Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor
M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012,
Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan
Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah
Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan
Restoratif (Restorative Justice);

e. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
301/DJU/HKO01/3/ 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana
Ringan.

2. Penerapan
a. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif
(restorative justice) adalah perkara tindak pidana ringan dengan
ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379,
384, 407 dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari
Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
b. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan

Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas
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. Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan
Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas
berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif (restorative justice).
. Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan,
penggelapan, penadahan dari penyidik yang sudah lengkap
termasuk menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga
korban dan pihak-pihak terkait pada saat hari sidang, selanjutnya
ketua menetapkan hakim tunggal dengan memperhatikan nilai
barang atau uang yang menjadi obyek perkara sebagaimana
ketentuan di atas.

. Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal (1x24 jam)
untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut
dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205 - 210
KUHAP.

. Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan
restoratif (restorative justice) dapat dilakukan dengan ketentuan
telah dimulai dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban,
keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang
berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian.

Setelah membuka persidangan hakim membacakan catatan
dakwaan serta menanyakan pendapat terdakwa dan korban,
selanjutnya hakim melakukan upaya perdamaian.

. Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat
kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani oleh
terdakwa, korban dan pihak-pihak terkait dan kesepakatan
perdamaian dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim.

. Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil, maka hakim
tunggal melanjutkan proses pemeriksaan.

Selama persidangan hakim tetap mengupayakan perdamaian dan
mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice)] dalam
putusannya.

Keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana dimaksud
diatas tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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B. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Pada Perkara Anak

1. Dasar Hukum

a.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak;

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015

tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang
Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

2. Penerapan

a.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan
keadilan restoratif (restorative justice).

Setiap penetapan diversi merupakan wujud keadilan restoratif
(restorative justice).

Dalam hal diversi tidak berhasil atau tidak memenuhi syarat
diversi, hakim mengupayakan putusan dengan pendekatan
keadilan restoratif (restorative justice) sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Pasal
71 sampai dengan Pasal 82.

Setelah pembacaan dakwaan, hakim proaktif mendorong kepada
anak/orangtua/penasehat hukum dan korban serta pihak-pihak
terkait (Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan
selanjutnya disebut PK Bapas, Pekerja Sosial (Peksos), Perwakilan
Masyarakat) untuk mengupayakan perdamaian.

Dalam hal proses perdamaian tercapai, para pihak membuat
kesepakatan perdamaian, selanjutnya ditandatangani anak
dan/atau keluarganya, korban dan pihak-pihak terkait (PK Bapas,
Peksos, Perwakilan Masyarakat) dan kesepakatan perdamaian
dimasukkan kedalam pertimbangan putusan hakim demi
kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman berupa tindakan, maka
hakim wajib menunjuk secara tegas dan jelas tempat atau lembaga

dengan berkoordinasi kepada PK Bapas, Peksos dan Unit
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Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA (dahulu P2TP2A).

Dalam hal pelaku adalah anak yang belum berusia 14 (empat belas)
tahun dan menghadapi permasalahan hukum, hanya dapat
dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi; pengembalian
kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di
rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti
pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh
pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin
Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Dalam hal korban adalah anak (anak korban/anak saksi) panitera
wajib memberi catatan identitas (stempel korban/saksi anak)

dalam berkas perkara.

C. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Perempuan

yang Berhadapan dengan Hukum
1. Dasar Hukum

a.

Konvensi CEDAW (The Convention on the Elemination of All From of
Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Terhadap Wanita;

Konvensi ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)
yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant
on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban
Tindak Pidana;
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h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

i. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Dengan Hukum.

2. Penerapan

a. Dalam pemeriksaan perkara, hakim agar mempertimbangkan
kesetaraan gender dan non-diskriminasi, dengan mengidentifikasi
fakta persidangan:

i. Ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang
berperkara;

ii. Ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada
akses keadilan;

iii. Diskriminasi;

iv. Dampak psikis yang dialami korban;

v. Ketidakberdayaan fisik dan psikis korban,;

vi. Relasi Kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya;
dan

vii. Riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.

b. Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, Hakim
dilarang 4 (empat) hal sebagaimana tertuang dalam Pasal 5
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum sebagai berikut :

i.  Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang
merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi
perempuan berhadapan dengan hukum,;

ii. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan
dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik
tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang
bias gender;

ili. ~Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai
pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai
dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan
hukuman pelaku; dan

iv.  Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung

stereotip gender.
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c. Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan
hukum berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan
Berhadapan Dengan Hukum, berkewajiban :

i.  Mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak
tertulis;

ii. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan
dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin
kesetaraan gender;

iii. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan
yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan
gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan

iv. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-
perjanjian Internasional terkait kesetaraan gender yang telah
diratifikasi.

d. Selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah
dan/atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum
dan/atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan
yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/atau
menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas
perempuan berhadapan dengan hukum.

e. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum
i.  Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai

pelaku
- Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan
dengan hukum sebagai pelaku wajib mempertimbangkan
fakta-fakta hukum dengan pendekatan keadilan restoratif
(restorative justice).
- Putusan Hakim menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna

menjamin kesetaraan gender.

ii. Penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai
korban
- Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan

dengan hukum sebagai korban wajib mempertimbangkan
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fakta-fakta hukum dan implikasi dimasa yang akan datang
dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

- Dalam memeriksa dan memutus perkara perempuan
berhadapan dengan hukum sebagai korban, Hakim harus
mempertimbangkan tentang kerugian yang dialami oleh
korban dan dampak kasus serta kebutuhan untuk
pemulihan bagi korban.

- Hakim wajib memberitahukan kepada korban tentang hak-
haknya tentang Restitusi dan Kompensasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan ketentuan lainnya.

- Pengadilan wajib menyediakan daftar Peksos (Pekerja Sosial
profesional) dengan berkoordinasi kepada dinas sosial
setempat.

f. Perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan
fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendampingan maka:

i.  Hakim wajib memerintahkan kehadiran pendamping.

ii. Pengadilan wajib menyediakan daftar pendamping bagi
perempuan berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan
kebutuhannya berdasarkan pendapat ahli (psikiater, dokter,
psikolog dan keluarga) melalui pengisian formulir penilaian
personal yang disediakan di meja Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP).

g. Hakim dalam pemeriksaan perkara perempuan berhadapan dengan
hukum dapat memerintahkan untuk didengar keterangannya
melalui pemeriksaan dengan komunikasi audio visual jarak jauh di
pengadilan setempat atau di tempat lain berdasarkan Pasal 10
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

D. Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada Perkara Narkotika
1. Dasar Hukum
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;
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3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitas Sosial;

. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di
Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional
Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun
2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-
005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/11/
2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

2. Penerapan

1.

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) hanya dapat
diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban
penyalahgunaan, ketergantungan narkotika dan narkotika
pemakaian satu hari sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan
Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri
Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik
Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014,
Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-
005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/
2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban
Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara narkotika dapat

dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
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Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan penyidik
Badan Narkotika Nasional (BNN) ditemukan barang bukti
pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai
berikut :

i. Kelompok metamphetamine (shabu) :1 gram
ii. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram 8 butir
iii. Kelompok Heroin : 1,8 gram
iv. Kelompok Kokain : 1,8 gram
v. Kelompok Ganja : 5 gram
vi. Daun Koka : 5 gram
vii, Meskalin : 5 gram
viii. Kelompok Psilosybin : 3 gram
ix. Kelompok LSD
(d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
x. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
Kelompok Fentanil : 1 gram
xii. Kelompok Metadon : 0,5 gram
xiii. Kelompok Morfin : 1,8 gram
xiv. Kelompok Petidin : 0,96 gram
xv. Kelompok Kodein : 72 gram
xvi. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

b.

Panitera memastikan bahwa Jaksa telah melampirkan hasil
asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan
berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1)
dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Jaksa melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen

Terpadu.

. Jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil

asesmen, maka hakim pada saat persidangan dapat
memerintahkan kepada Jaksa untuk melampirkan hasil

assessment dari Tim Asesmen Terpadu.

.Hakim dapat memerintahkan terdakwa agar menghadirkan

keluarga dan pihak terkait untuk didengarkan keterangannya
sebagai saksi yang meringankan dalam rangka pendekatan

keadilan restoratif (restorative justice).
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e. Majelis Hakim dalam proses persidangan dapat memerintahkan
agar pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika
untuk melakukan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada
lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

3. Pengadilan wajib menyediakan daftar lembaga rehabilitasi medis

atau sosial melalui koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dapat mengikuti pedoman ini

sebagaimana mestinya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 - Desember 2020




